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ABSTRAK 

 

Meskipuntelahdiatursebagaisuatuperbuatan yang dilaranguntukdilakukan, 

nyatanyamasihbanyaktindakpidanapenganiyaanterjadi di masyarakat. 

Pengaturanberkaitandenganpenganiyaandalam KUHP 

dikualifikasikandalambeberapabentuk. Pengkualifikasiantersebutberdasar pada 

berat-ringan, kesengajaan dan akibatdaripenganiayaan yang 

menyebabkanperbedaanterhadapmaksimalpemidanaan. Pada Tahun 2020 hingga 

2021, Kejaksaan Negeri Kota Semarang telahmenangani 50 

perkaratindakpidanapenganiayaan.Sebanyak 16 perkara pada Tahun 2020 dan 34 

perkara pada Tahun 2021. Di antara 50 perkaratindakpidanapenganiayaantersebut, 

dua di 

antaranyadiselesaikandenganmenggunakanpendekatankeadilanrestoratif.Menjadip

ertanyaanapakahpelaksanaan yang dilakukanKejaksaan Negeri Kota Semarang 

telahsesuaidenganPeraturanJaksa AgungNomor 15 Tahun 2020. Selainitu, 

menjadipertanyaan pula berkaitandenganbatasan-batasankapanboleh dan 

tidakbolehsuatuperkaradiselesaikandengankeadilanrestoratif.  

Penelitiandilakukandenganmenggunakanmetodependekatanyuridis-

normatif, denganpengumpulan data studipustaka dan studidokumen. Dokumen 

yang dimaksudyakniberkas-berkaspenangananperkara yang ada di Kejaksaan 

Negeri Kota Semarang. 

Tidaksemuatindakpidanadapatdiselesaikandenganpendekatankeadilanresto

ratif di Kejaksaan. Kejaksaanmengatursyarat-syarattertentu yang harusdipenuhi 

agar suatuperkaradapatdiselesaikandenganpendekatankeadilanrestoratif. 

Syarattersebutdidasarkan pada jenistindakpidana, sikappelaku, dan 

dampaknyaterhadapmasyarakat. 

TindakPidanaPenganiayaanRingandapatdiselesaikandenganpendekatankeadilanres

toratif. Hal 

tersebutmengingattindakpidanatersebutmemenuhisyaratberkaitandenganjenistinda

kpidanasebagaimana yang diaturdalamPeraturanJaksa AgungNomor 15 Tahun 

2020 tentangPenghentianPenuntutanBerdasarkanKeadilanRestoratif. 

BerkaitandenganhaltersebutKejaksaan Negeri Kota Semarang 

melaksanakanpenyelesaianperkaratindakpidanapenganiayaanringandengankeadila

nrestoratif. Pada pelaksanaannya, syarat-syaratberkaitandengandiripelaku dan 

dampakterhadapmasyarakat juga dijadikanpertimbangan. Pelanggaran yang 

dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang 

dalampelaksanaanpenyelesaianperkaradengankeadilanrestoratifberkaitandenganke

terlambatanwaktu. 
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ABSTRACT 

 

Even though it has been regulated as an act that is forbidden to be done, 

in fact there are still many criminal acts of abuse occurring in society. The 

regulation relating to torture in the Criminal Code is qualified in several forms. 

The qualification is based on lightweight, deliberate and the consequences of 

maltreatment that cause differences in the maximum sentence. From 2020 to 

2021, Kejaksaan Negeri Kota Semarang had handled 50 cases of criminal acts of 

persecution. A total of 16 cases in 2020 and 34 cases in 2021. Out of the 50 cases 

of the crime of persecution, two of them were resolved using a restorative justice 

approach. The question that came is whether the implementation carried out by 

Kejaksaan Negeri Kota Semarang is in accordance with Peraturan Jaksa Agung 

number 15 of 2020. Apart from that, it is also a question related to the limits on 

when it is permissible and not permissible for a case to be resolved with 

restorative justice. 

The research was conducted using a juridical-normative approach, by 

collecting data from literature studies and document studies. The document in 

question is the case handling files at the Kejaksaan Negeri Kota Semarang. 

The Attorney General’s Office regulates certain conditions that must be 

met in order for a case to be resolved using a restorative justice approach. These 

requirements are based on the type of crime, the attitude of the perpetrator, and 

its impact on society. Minor maltreatment crimes can be resolved with a 

restorative justice approach. This is considering that the crime fulfills the 

requirements relating to the type of crime as stipulated in the Peraturan Jaksa 

Agung Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on 

Restorative Justice. In this regard, Kejaksaan Negeri Kota Semarang carries out 

the settlement of cases of minor maltreatment with restorative justice. In its 

implementation, the conditions related to the actors themselves and the impact on 

society are also taken into consideration. Violations committed by the Kejaksaan 

Negeri Kota Semarang in the implementation of case settlements with restorative 

justice are related to time delays. 
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